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PEDOMAN WAWANCARA 

1. IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama  : 

b. Jenis Kelamin : 

c. Agama  : 

d. Jabatan  : 

e. Alamat  : 

 

2. DAFTAR PERTANYAAN 

a. Bagaimana mekanisme pembayaran uang muka yang dilakukan nasabah 

pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin? 

b. Apakah pembayaran uang muka dijadikan sebagai janji nasabah saat 

melakukan pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin? 

c. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga dalam mekanisme perlakuan uang 

muka yang dilakukan nasabah pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin? 

d. Apakah nasabah membayar uang muka secara langsung ke PT. Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin atau ke pihak developer? 



e. Bagaimana mekanisme pembayaran jika nasabah membayar uang muka 

langsung ke pihak developer? 

f. Apakah uang muka yang dibayarkan nasabah termasuk dalam harga beli dan 

menjadi pengurang untuk pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin? 

g. Bagaimana perlakuan prosentasi uang muka yang harus dibayar nasabah 

pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin? 

h. Apakah ada perbedaan jumlah prosentasi uang muka yang harus dibayar 

nasabah jika nasabah langsung datang ke bank dan jika nasabah datang ke 

pihak developer? 

i. Berapakah perbedaan prosentasi uang muka dalam pembiayaan KPR Griya 

iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin? 

j. Mengapa ada perbedaan dalam penetapan prosentasi uang muka dalam 

pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin?    

k. Apakah ada peraturan yang menjadi landasan mengenai prosentasi uang 

muka yang harus dibayar nasabah pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah 

di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin? 

 

 



RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama Lengkap : Tya Anggraini 

   

2. Tempat dan Tanggal 

Lahir 

: Kuala Kapuas, 16 Oktober 1997 

   

3. Agama : Islam 

   

4. Alamat : Jl. Pemuda Gg. 4 No. 72 RT. 009 

RW.000 Kel. Selat Dalam Kel.   Selat 

Kab. Kuala Kapuas Kalimantan Tengah 

   

5. Pendidikan : a. TK Perwanida 

b. MIN Selat Hulu II 

  c. MTsN Selat Kuala Kapuas 

  d. MAN Selat Kuala Kapuas 

6. Orang Tua   

a. Ayah   

Nama : M. Misbah 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Jl. Pemuda Gg. 4 No. 72 RT. 009 

RW.000 Kel. Selat Dalam Kel.   Selat 

Kab. Kuala Kapuas Kalimantan Tengah 

b. Ibu   

Nama : Purnama Sari 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. Pemuda Gg. 4 No. 72 RT. 009 

RW.000 Kel. Selat Dalam Kel.   Selat 

Kab. Kuala Kapuas Kalimantan Tengah 

9. Nama Saudara/i 

Kandung 

: Ahmad Rafi’i 

Nanda Widya Putri 

Nuur Raisya 

10. Pengalaman Organisasi 

 

: 

 

 

 

Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Perbankan Syariah (sebagai Sekretaris 

Bidang Keagamaan Tahun 2016-2017 ) 



   

 

 

 

 

 

 

11. Pengalaman Praktik 

Kerja Lapangan 

(Magang) 

 BPRS Barkah Gemadana Tahun 2018 

   

 

Banjarmasin,            November 2020 

Penulis 

 

 

 

 

Tya Anggraini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dasar Hukum tentang Uang Muka (Fatwa DSN-MUI) 

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 282 

ى فَا كْتبُُ  ٌْتنُْ بِديَْيِ إِلىَ أجََلٍ هُسَوًّ ...ىٍُْ يَآيُّهَا الَّرِ يْيَ آ هٌَىُْا إِذاَ تدَاَ يَ  

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 

utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 

tuliskanlah..” 

 

: 2. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1 

 يَآيُّهَا الَّرِ يْيَ آ هٌَىُْا أوَْفىُْا بِالْعقُىُْدِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” 

 

   : 3. Hadis Nabi riwayat At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf:  

 

لْحُ جَائزٌِ بَيْيَ الْوُسْلِوِيْيَ إلِاَّ صُلْحًا  الَصُّ

مَ حَلالَاً أوَْأحََلَّ حَسَاهًا وَالْوُسْلِوُىْىَ عَلىَ شُسُوطِهِنْ إلِاَّ  حَسَّ

مَ حَلَالاً أَ  وْ أحََلَّ حَسَاهًاشَسْطًا حَسَّ  

”Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, 

kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 

dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf) 

 

: 4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin ash-

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari 

Yahya: 

 لاَ ضِسَزَ وَلاضَِسَازَ 



“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan 

tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibnu 

Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa’id al-

Khudriy) 

 

   : 5. Kaidah fikih: 

ًَحْسِيْوِهَاالَأصَْلُ فيِ الْوُعَاهَلاتَِ الِْإبَاحَةُ إِلاَّ أىََّ يَدلَُّ دَ  لِيْلٌ عَلَى   

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 

سَزُ يزَُالُ   الَضَّ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 

: 6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam 

akad jual beli adalah boleh (jawaz).  

Memperhatikan:a.   Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI bersama  dengan 

Dewan Standae Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi 

Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 

H/10 Juni 2000.  

b. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari sabtu, 

tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000. 

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM 

MURABAHAH 

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka 



1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta 

uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. 

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan 

kesepakatan. 

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah 

harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang 

muka tersebut. 

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS 

dapat meminta tambahan kepada nasabah. 

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS 

harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 

Kedua :  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketiga :  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan  diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014). 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 





















 



 

 


